WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (Good Governace) yang bebas Korupsi,
Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan
serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan
kepada para pejabat penyelenggara Negara
termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Bima
untuk melaporkan harta kekayaan yang
dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi;

bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup
Pemerintah Kota Bima sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
perlu dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan
dan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor
30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Bima;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19998 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851});
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nommor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomer 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1188);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tenntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Kkorupsi menjadi Undang-Undang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53494);



Memperhatikan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036});

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima {Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2016 Nomor 183);

Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomeor 358)

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tanggal 6
Mei 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;




Menetapkan

4. Surat Edaran Menteri Pendayvagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/O01/M.PAN/O1/2008 tentang
Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

S. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor S Tahun
2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Atas Keterlambatan Penvampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengurmuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggaraan Negara;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANQ LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA.

Pasal |

Ketentuan dalam Pcraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintaah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 358)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 2 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kota Bima antara lain :

Walikota Kota Bima;

Wakil Walikota Kota Bima;

Pejabat Struktural Eselon If;

Pejabat Struktural Eselon I1II;

Kuasa Pengguna Anggaran;

Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah; dan

k. Penyelenggara Negara Tertentu atas permintaan KPK,




Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal |0 8ult 2018

81w

Diundangkan di Kota Bima
pada tangggal 0 PViI 2018

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR LH:}-




